
BAB V 

KESIMPULAN 

 

Prinsip non-intervensi adalah prinsip hukum internasional yang membatasi 

kemampuan negara luar untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 

Namun, ada beberapa tindakan intervensi yang disahkan dan dilarang. Tindakan 

intervensi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB terkandung dalam bab VII 

Piagam PBB, Intervensi dengan undangan oleh Pemerintah dengan tujuan 

memberikan bantuan kepada mereka yang menjalankan hak menentukan nasib 

sendiri, Intervensi terbuka untuk melindungi warga negaranya di negara lain, 

Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB, Intervensi dalam bentuk 

pembelaan diri setelah adanya armed attack kepada negaranya, Intervensi yang 

berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya, Intervensi kepada 

negara yang telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional, 

Intervensi yang didasarkan pada dasar kemanusiaan (Humanitarian Intervention 

dan prinsip Responsibility to Protect).  

Sedangkan intervensi yang dilarang berupa campur tangan diktator yang 

menggunakan use of force dan yang tidak menggunakan use of force, memberikan 

bantuan ekonomi kepada partai politik dan bentuk campur tangan lainnya dalam 

proses politik internal negara, intervensi dalam perang saudara, ancaman 

melakukan kekerasan kepada negara lain, menganggu struktur sosial atau ekonomi 

di negara lain, menggulingkan atau mengubah sistem politik negara lain atau 

pemerintahnya, menimbulkan ketegangan antara atau diantara negara-negara, 

menghilangkan identitas nasional dan warisan budaya masyarakat, merusak 

kebebasan, kemerdekaan, atau integritas negara manapun, mengorbankan sipil dan 

menumbangkan kehendak rakyat di negara manapun, memberikan bantuan 

keuangan, menghasut atau mentolerir subversif, teroris, kegiatan bersenjata yang 

ditujukan untuk menggulingkan rezim negara lain dengan kekerasan, ikut campur 

dalam perselisihan sipil, menghilangkan kendali suatu negara atas masalah internal 

negaranya sendiri, mendukung oposisi internal di dalam urusan internal atau 

eksternal negara lain seperti pilihan system politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

perumusan kebijakan luar negeri, mendukung gerakan pemberontakan, 



mempengaruhi situasi di negara lain yang umumnya dilakukan melalui acara radio 

atau televisi dengan tujuan untuk mendorong pemberontakan atau perselisihan sipil 

di negara lain, memberikan sanksi, embargo, dan boikot dengan menganggu 

perdagangan dan pelayaran serta penolakan akses melalui darat dan air, melarang 

ekspor dan impor atau pengenaan kebijakan ekonomi eksternal sementara 

mengambil tindakan berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, dan merugikan negara 

yang diintervensi.  

Dukungan Vanuatu dalam memperjuangkan dan membawa kasus HAM 

Papua dalam forum-forum internasional dan mendukung gerakan separatis Papua 

dilatarbelakangi oleh suku, ras, suku bangsa, adanya aliansi, kedekatan secara 

geografis, dan karakteristik satu saudara terkait solidaritas Melanesia serta berjuang 

untuk memenuhi kebutuhan dasar atau bersama yaitu pelanggaran HAM yang kerap 

terjadi di Papua. Namun, kebijakan luar negeri Vanuatu terkait kritikan nya dalam 

Sidang Umum PBB, Sidang Dewan HAM PBB terkait pelanggaran hak asasi 

manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Papua tidak 

bertentangan dengan prinsip non-intervensi karena di dalam pertemuan-pertemuan 

tersebut, berlaku kebebasan berpendapat dimana semua pihak dapat 

mengaspirasikan suara mereka secara bebas. 

Yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi yang diatur 

dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB adalah dukungannya terhadap gerakan separatis 

Papua, yakni: 

1. Secara diam-diam mengundang Ketua ULMWP, Benny Wenda untuk 

menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan 

referendum kemerdekaan Papua dari Indonesia kepada Komisioner Tinggi Badan 

HAM PBB yang merupakan campur tangan politik internal negara NKRI 

2. Mendukung gerakan separatis Papua (ULMWP dan WPNCL) yang melakukan 

tindakan subversif sehingga secara tidak langsung Vanuatu mentolerir dan 

mendukung subversif, serta mendukung gerakan pemberontakan 

3. Memberikan bantuan keuangan dengan memfasilitasi Kantor Perwakilan Papua 

(ULMWP) di Port Vila 

4. Intervensi subversif dengan mempengaruhi situasi di Papua, dilakukan melalui 

siaran pers dan acara televisi nasional Vanuatu dengan tujuan untuk mendorong 



pemberontakan gerakan separatis dan perselisihan sipil antara Indonesia dengan 

Papua 

5. Melakukan propaganda kepada komunitas internasional untuk mendukung 

kemerdekaan rakyat Papua serta mendorong organisasi internasional dan 

pemerintah negara lain untuk ikut serta mengadvokasi penentuan hak nasib sendiri 

untuk warga Papua yang merupakan campur tangan politik 

 

Sementara menyediakan tempat tinggal untuk para pemberontak dan 

pendukung kemerdekaan Papua, resolusi yang mendukung hak penentuan nasib 

sendiri Papua Barat, peningkatan tekanan internasional pada Indonesia terkait 

pelanggaran HAM di forum-forum internasional, dan pembentukan UU Wantok 

Blong Yumi yang menegaskan pengakuan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua 

Barat dari Indonesia merupakan pelanggaran minoris generis terhadap pelanggaran 

prinsip non-intervensi dan hanya dinyatakan sebagai tindakan tidak bersahabat 

terhadap pemerintah Indonesia tetapi tidak dilarang oleh hukum internasional. 

Terkait humanitarian intervention, tidak ada pembenaran hukum untuk 

intervensi sepihak oleh suatu negara atau beberapa negara atas dasar kemanusiaan 

atau mereka yang menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional. 

Intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu atas dasar kemanusiaan pun tidak 

memenuhi kriteria layak untuk melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan sesuai 

dengan data yang penulis temukan. 

Karena Vanuatu dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7) Piagam 

PBB, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah meminta 

pertanggungjawaban kepada Vanuatu berupa restitusi, kompensasi, dan 

pemenuhan. Sengketa dapat diselesaikan pula dengan cara negosiasi untuk 

mencapai kesepakatan agar Vanuatu berhenti mendukung gerakan separatis Papua, 

konsiliasi, mediasi, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri.  

Namun, apabila upaya-upaya diatas tidak berhasil, Indonesia dapat 

mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Internasional dengan menempuh beberapa 

prosedur penyelesaian sengketa internasional untuk menggugat Vanuatu sesuai 

dengan cara yang tertera pada Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). 
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